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TENTANG

STANDAR BIAYA MASURAN KABLIPATEN LEBOMNG
TAHUN ANGOARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

g, babwa  unfux  mewujudlkan penyusunan Afggaran
Pemerintah Kabupaten Lebong secara tertib, teat pada
peraturan  Perundang.  Undangan, efekul, eflisien,
ekonomis, lransparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan  rasa keadilan dan  kepatutan serta
kepastian kebijukan dalam melaksanakan pengelolaan
keuangan, maka perlu disusun Standar Biaya Masukan
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 yang sesuai
dengan kebutuhan nyata, dan kemampuan keuangan
daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangun sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati,

1. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemer 19, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 2828}

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yoang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambeahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Reuangan
Megara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negarn Republik
Indonesia Nomor 4286),

4. Undang-Undang MNomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan  Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang i Provins: Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 |, /\

5. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 (entang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tohun 2004 Nemor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 44.38];
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomeor
2234);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Momor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomer 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Dacrah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemenntah Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);

Peraturan Pemerintah MNomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 tentang
Pemnbagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 40232);

Peraturan Mentern Dalam Negeil Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam
Megeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
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L7, Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun
2008 rtentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Lebong Nomor | Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 1| Tahun 2008 tentang
Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Lebong;
MEMUTUSKAN .
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KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2016

BaB [

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong,

Kepala Daerah adalah Bupati Lebong:
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daecrah Kabupaten Lebong;

Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Dacrah Pemerintah Kabupaten
Lebong;

Pejabat vang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran atau pejabat  yang diberi  wewenang olch  Pengguna
Angparan/Kuasa Pengpunan Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lebong;

Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan secbagai acuan
penghitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran baik
berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran ;

Standar Biaya yang Bersifat Umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya

Masukan , adalah satuan biava berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang
digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang

ditetaplkan sebagal biava masukan;

Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesusi dengan bukt pengesahan
yang sah;

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung
sesuai kebutahan rill berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB I
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016
Pazal 2

Standar Biaya Masukan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2016 berfungsi
sebagal pedoman bagl Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) _unmk
menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran Tahun Anggaran 2016.

Fungsi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 mbagailmzuan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggl yang
besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun
Angparan 2016.

Selain berfungsi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya Masukan Kabupaten Lebong Tahun
Angparan 2016 dapat berfungsi sebagai :

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

lF

a. batas tertinggi; atau
b. estimasi.
4) Standar Biava Masukan Tahun Anggaran 2016 schagaimana dimaksud pada
ayat [2) hurul a dan hurul b adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
1 dan Lampiran 1l yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

1] Biaya perjalanan  dinas  Jabatan  dibcbankan pada  anggaran
Dinas/Kantor/Badan Lembaga yang menugnskan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPDY); .

2) Dalam penganggaran Perjalanan Dinas agar memperhatikan jumlah pegawai
dan kebutuhan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

3) Pejabat dacrah yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar
memperhatikan ketersedinan dana yang diperlukan untuk melaksanakan
perjalanan dinas tersebut dalam anggaran Satuan Kerja Peranghkat Daerah
(SKPD) serta memperhatikan Inpres Nomor 7 Tahun 2011,

BAB I1E
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku scjuk tanggal diundangkan.
Apper setiap crang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lebong.
Ditetapkan di Tubes
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